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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Mardiasmo (2009:61), anggaran adalah pernyataan mengenai

estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam

ukuran finansial. Menurut Munandar (2010:1), anggaran adalah suatu rencana yang

disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang

dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu pendek

(periode) tertentu yang akan datang. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat

disimpulkan bahwa anggaran adalah suatu rencana tertulis mengenai kegiatan

organisasi yang dicapai selama periode tertentu yang berisi tentang penerimaan dan

pengeluaran dan dinyatakan dalam ukuran finansial. Penganggaran juga disebut

sebagai suatu proses penyusunan anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor

publik, khususnya pemerintah merupakan tahapan yang cukup kompleks karena

tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi, tetapi juga faktor-faktor sosial dan

politik. Secara garis besar, anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai

tujuan tertentu. Sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan informasi

untuk dijadikan sebagai bahan taksiran. Hal ini dikarenakan data dan informasi akan

berpengaruh pada keakuratan taksiran atau perkiraan untuk proses penyusunan

anggaran.

Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas dari adanya penggunaan dan

pemanfaatan anggaran serta pendapatan daerah. Setiap tahun juga pemerintah daerah

selalu mempersiapkan perencanaan anggaran atau disebut juga dengan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini dikarenakan anggaran pemerintah
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terkait dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas

yang menggunakan dana milik masyarakat.

Dalam UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan

mengenai otonomi daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat kepada

daerah dan UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan perundang-undangan yang berhubungan

dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi daerah pemerintah

daerah diberikan keleluasan dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran yang

sesuai dengan kepentingan dan keperluan daerahnya masing-masing. Masing-masing

daerah sudah diberikan kewenangan dan kewajiban untuk menyusun Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, terdapat tujuan yang dapat

meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan otonomi daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun

2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa penganggaran terpadu

merupakan penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara

terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan

yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. APBD disusun

sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan

pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk

tercapainya tujuan bernegara.

Menurut Pramono Hariadi (2010:7), anggaran pemerintah memiliki beberapa

fungsi utama, yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal,

alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, serta

alat menciptakan ruang publik. Sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang
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dinyatakan dalam satuan moneter, anggaran pemerintah juga harus disusun secara

cermat, akurat, dan sistematis dengan menggunakan sistem anggaran yang baik.

Pendekatan dalam penyusunan anggaran telah mengalami perkembangan, mengikuti

kebutuhan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, transparansi, dan

akuntabilitas. Menurut Pramono Hariadi (2010:9), terdapat dua pendekatan

penyusunan anggaran, yaitu :

1. Anggaran tradisional yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
a. Cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism,

maksudnya hanya menambahkan atau mengurangi jumlah nilai
rupiah pada setiap program atau aktivitas.

b. Struktur dan susunan anggaran bersifat line item, maksudnya tidak
memungkinkan lagi untuk menghilangkan item-item penerimaan atau
pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun secara
riil terdapat item yang sudah tidak relevan lagi untuk digunakan.

2. New Public Management (NPM), yaitu berfokus pada manajemen sektor
publik yang berorientasi pada kinerja, bukan pada kebijakan. Memiliki
ciri-ciri pendekatan seperti komprehensif atau komparatif, terintegrasi,
proses pengambilan keputusan yang rasional, berjangka panjang,
spesifikasi tujuan dan adanya skala prioritas, analisis manfaat biaya,
berorientasi pada input, output, dan outcome, serta adanya pengawasan
kinerja.

Proses penyusunan anggaran dengan memperhatikan pendanaan dengan

keluaran dan hasil, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dan

dampak (outcome) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan, disusun berdasarkan

sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran, serta program dan kegiatan

disusun berdasarkan rencana strategis kementerian atau lembaga. Adapun tujuan

anggaran berbasis kinerja adalah meningkatkan kualitas belanja, yaitu efektif dalam

mencapai sasaran pembangunan dan efisien dalam pelaksanaan, dan meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas, yakni adanya kejelasan tentang keluaran, dan

kejelasan tentang penanggungjawab kegiatan.

Anggaran publik berisi rencana kegiatan untuk dilaksanakan, dan

menggambarkan kondisi keuangan mengenai belanja, dan aktivitas. Secara singkat,

anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan bahwa terdapat
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beberapa biaya atas rencana yang dibuat untuk dibelanjakan, dan berapa banyak cara

untuk memperoleh uang dengan cara mendanai rencana tersebut. Anggaran ini dibuat

untuk membantu meningkatkan kebutuhan masyarakat dan menjadikan kehidupan

masyarakat lebih berkualitas dan sejahtera atas yang diberikan oleh pemerintah

melalui anggaran yang dibuat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 Bab II Pasal 2

menjelaskan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban

umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan bencana. Oleh

karena itu, pemerintah wajib membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan

seperti memadamkan api jika terjadi kebakaran rumah, gedung ataupun hutan. Untuk

melakukan perlindungan masyarakat, dinas pemadam kebakaran telah menerima

anggaran belanja untuk melaksanakan setiap program yang telah dibuat dan untuk

melindungi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Sehingga, instansi pemadam

kebakaran berhak mendapatkan anggaran yang direncanakan setiap tahunnya.

Di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota

Palembang terdapat dua macam anggaran, yaitu anggaran operasional dan anggaran

modal. Anggaran operasional adalah anggaran yang dibelanjakan untuk kebutuhan

sehari-hari dalam menjalankan kegiatan pemerintah setiap tahunnya atau disebut

juga dengan belanja rutin. Kemudian, anggaran modal adalah anggaran yang

biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman, karena manfaatnya lebih

cenderung melebihi satu tahun anggaran dan bisa menambah aset atau kekayaan

pemerintah. Dengan demikian, anggaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah

anggaran operasional dapat juga dikategorikan sebagai belanja rutin. Dimana,
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anggaran ini digunakan sehari-hari untuk menjalankan kegiatan/program pemerintah

yang telah direncanakan sebelumnya.

Jika dilihat dari target anggaran belanja dan realisasi anggaran dinas

pemadam kebakaran lima tahun terakhir, setiap tahunnya ada yang mengalami

peningkatan dan ada yang mengalami penurunan dan terdapat juga suatu masalah

yaitu masih terdapat realisasi yang belum mencapai target anggaran belanja. Pada

tahun 2013-2015 target anggaran belanja masih terus mengalami peningkatan, tetapi

pada tahun 2016 target anggaran belanja mengalami penurunan ± 6 miliar. Kemudian

pada tahun 2017, target anggaran belanja kembali mengalami peningkatan lagi.

Dengan demikian, target anggaran belanja lima tahun terakhir pada dinas pemadam

kebakaran masih belum dapat dikatakan stabil karena masih terjadi fluktuasi pada

setiap tahunnya, sehingga belum dapat dikatakan efisien. Adapun penyebab dari

terjadinya fluktuasi adalah karena adanya defisit anggaran atau kekurangan anggaran

pada pemerintah pusat dan berpengaruh pada penyerapan anggaran yang kurang

maksimal sehingga mengakibatkan sisa anggaran pada setiap tahunnya cenderung

naik.

Berikut tabel lima tahun terakhir realisasi anggaran belanja dinas pemadam

kebakaran, sebagai berikut :

Tabel 1 Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2013-
2017

Tahun Anggaran Belanja Realisasi Anggaran Sisa Anggaran

2013 25.228.428.221,00 22.807.820.998,00 2.480.607.220,00

2014 33.291.338.367,65 31.340.966.781,00 2.664.252.586,65

2015 42.218.521.984,65 38.162.755.126,00 4.055.766.858,65

2016 36.596.667.121,57 33.069.581.679,00 3.527.085.442,57

2017 50.604.493.605,58 45.472.921.425,00 5.131.572.180,58

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang
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Pada tahun 2017 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang menerima

anggaran sebesar Rp 50.604.493.605,58. Dinas Pemadam Kebakaran juga memiliki

beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode tertentu dengan

menggunakan anggaran yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan kantor,

pegawai ataupun masyarakat. Dalam organisasi sektor publik dikatakan bernilai baik

jika yang bersangkutan mampu melaksanakan tugasnya dalam mencapai tujuan yang

telah ditetapkan sebelumnya dan memiliki standar yang tinggi dengan biaya yang

rendah. Untuk mengetahui efisien atau tidaknya anggaran yang digunakan oleh dinas

tersebut, berikut laporan anggaran belanja Dinas Pemadam Kebakaran Kota

Palembang.

Berdasarkan tabel 2, pada tahun 2017 Dinas Pemadam Kebakaran Kota

Palembang menerima anggaran senilai Rp 50.604.493.605,58 dengan realisasi

sebesar Rp 45.472.921.425,00. Dari anggaran tersebut instansi pemadam kebakaran

telah menentukan berapa besar anggaran pada setiap program. Sehingga sudah

terlihat jelas bahwa masih terdapat program yang realisasinya belum mencapai target

yang telah ditentukan. Sehingga, dapat diketahui apakah anggaran tersebut sudah

efisien atau tidak.

Dari tabel 2, terlihat suatu masalah yaitu masih terdapat sisa anggaran yang

belum digunakan dan realisasi belum mencapai target anggaran. Sehingga, terdapat

pemborosan anggaran yang diajukan atau direncanakan oleh instansi terhadap

pemerintah yang berwenang karena dana yang sisa atau tidak digunakan terlalu

banyak. Seperti pada program belanja pegawai, program peningkatan disiplin

aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan

keuangan, dan program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
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Tabel 2 Laporan Anggaran Belanja Tahun 2017 Pemadam Kebakaran

No Program PAGU DIPA
Realisasi Sisa Anggaran

Total

1. Belanja Pegawai 19.950.068.000,00 17.947.319.633,00 2.002.748.367,00

2.

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

5.906.386.000,00 5.402.216.395,00 504.169.605,00

3.

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

2.873.909.605,58 2.706.746.212,00 167.163.393,58

4.

Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur

287.300.000,00 35.639.091,00 251.660.909,00

5.

Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Kinerja dan
Keuangan

6.500.000,00 904.175,00 5.595.825,00

6.

Program
Pencegahan
Dini dan
Penanggulangan
Korban Bencana
Alam

17.000.000.000,00 15.244.418.555,00 1.755.581.445,00

7.

Program
Peningkatan
Kesiagaan dan
Pencegahan
Bahaya
Kebakaran

4.580.330.000,00 4.135.677.364,00 444.652.636,00

Total 50.604.493.605,58 45.472.921.425,00 5.131.572.180,58

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang

Dapat dilihat juga pada tabel diatas bahwa hampir semua program belum

mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga, pemerintah perlu lebih

memperhatikan lagi apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh perlengkapan kantor

dan pegawai agar tidak terjadi suatu pemborosan pada instansi tersebut. Berdasarkan

tabel 3, bahwa semua kegiatan telah terlaksana kecuali pengawasan pelaksanaan

kebijakan pencegahan kebakaran. Hal ini dikarenakan manajemen waktu yang

kurang baik dan sumber daya manusia yang masih kurang sehingga tidak dapat
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terlaksana. Kemudian, anggaran pada setiap kegiatan masih belum dapat dikatakan

efisien karena pada kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan

kebakaran dana anggaran sama sekali tidak digunakan atau dipakai.

Berikut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada program peningkatan

kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran :

Tabel 3 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

No. Kegiatan Anggaran Belanja Realisasi Anggaran Sisa Anggaran

1.

Sosialisasi
Norma, Standar,
Prosedur dan
Manual
Pencegahan
Bahaya
Kebakaran

78.555.000,00 53.260.000,00 25.295.000,00

2.

Pengawasan
Pelaksanaan
Kebijakan
Pencegahan
Kebakaran

14.450.000,00 - 14.450.000,00

3.

Pendidikan dan
Pelatihan
Pertolongan dan
Pencegahan
Kebakaran

93.750.000,00 85.750.000,00 8.000.000,00

4.

Penyuluhan
Pencegahan
Bencana
Kebakaran

87.575.000,00 18.225.000,00 69.350.000,00

5.

Pengadaan
Sarana &
Prasarana
Pencegahan
Bahaya
Kebakaran

1.545.000.000,00 1.448.691.364,00 96.308.636,00

6.

Pencegahan dan
Pengendalian
Bahaya
Kebakaran

2.761.000.000,00 2.529.751.000,00 231.249.000,00

Total 4.580.330.000,00 4.135.677.364,00 444.652.636,00

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang

Sebelum melakukan tahap persiapan anggaran pemerintah harus melakukan

taksiran atau perkiraan pengeluaran. Sebelum menyetujui taksiran pengeluaran

tersebut, hendaknya dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Tujuannya
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supaya institusi yang menerima anggaran belanja tidak melakukan suatu

pemborosan, mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam

lingkungan pemerintah, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

pemerintah, sehingga dapat membantu menciptakan anggaran untuk menjadi lebih

efisien dalam menggunakan dana yang serendah-rendahnya. Dengan adanya masalah

diatas, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam yang berkaitan dengan pokok

masalah efisiensi penggunaan anggaran pemadam kebakaran. Hal ini dikarenakan,

agar diketahui apakah penggunaan anggaran pemadam kebakaran sudah dapat

dikatakan efisien atau tidak. Selain itu, peneliti memilih judul ini karena adanya

keterkaitan dengan konsentrasi yang diambil. Oleh karena itu, peneliti perlu

mengkaji ulang untuk melakukan penelitian mengenai “Efisiensi Penggunaan

Anggaran Pemadam Kebakaran Di Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penanggulangan Bencana Kota Palembang Tahun 2017”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan

pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana efisiensi penggunaan anggaran

pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk

mengetahui efisiensi penggunaan anggaran pemadam kebakaran di Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang dapat

dilakukan adalah :
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1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah

bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya Keuangan

Negara dan Fiskal. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari

penelitian yang dilakukan dengan menerapkan teori yang diperoleh

selama perkuliahan dalam membahas tentang efisiensi penggunaan

anggaran pemadam kebakaran Kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak

Kantor Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Kota

Palembang sebagai bahan kajian yang bermanfaat untuk para pembaca

yang berminat dan tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai

pelaksanaan dalam menggunakan anggaran belanja instansi pemerintah.
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